
 
 
 
 
 
 

 
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 

 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

PROVINSI BALI TAHUN 2013-2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

GUBERNUR  BALI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan 
sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, 
strategi, kebijakan, dan program   pembangunan Kepala 

Daerah; 
 

b. bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan 
mensinergikan perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam 

kurun waktu 5 (lima) tahun perlu menyusun Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2013-2018; 

 
c. bahwa sesuai dengan amanat peraturan perundang-

undangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;  
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2013-2018; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; 

 

2. Undang-Undang  Nomor  64 Tahun  1958  tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 1649); 
 
 

 



 

 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional   
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2009  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

 



 

 
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Nomor 149 Tahun 2009 dan 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068 Tahun 2009); 
 

13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080); 

 
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5188); 
 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang 
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3373); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4598); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 



 

 
 

 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 4816); 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 
 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5098); 

 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 

Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 
 

31. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

 
32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia  2011-2025; 
 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

34. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri 

Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M 
PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang 

Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 

 
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 
 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 
 

 
 
 



 

 
 

37. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali         
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran  Daerah 
Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran  Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 
 

38. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 
Tahun 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2009  Nomor 16); 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI 

 
dan 

 
GUBERNUR BALI 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI 
BALI TAHUN 2013-2018. 

 
 

BAB  I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Provinsi Bali. 

 
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 

 
3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Bali. 
 
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah  yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Provinsi Bali. 

 



 

 
 

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya 
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, 
kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap 
pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun 

peningkatan indeks pembangunan manusia. 
 
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat  RPJMD adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat  RKPD adalah dokumen perencanaan daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
 

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen 
perencanaan SKPD untuk periode  5 (lima) tahun. 

 
10. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

 
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

 
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

 
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 
 

 

BAB  II 
 

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RPJMD  
 

Pasal  2 

 
(1) RPJMD memuat gambaran umum kondisi daerah, 

kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, visi, misi, 

tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan, strategi 
pembangunan daerah, kebijakan umum dan program 

pembangunan daerah disertai dengan pendanaan yang 
bersifat indikatif. 
 

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
pedoman Pemerintah Provinsi dalam penyusunan RKPD, 

Renstra SKPD dan perencanaan teknis pelaksanaan serta 
pengendalian pembangunan daerah. 

 

 
 
 



 

 
 

 
BAB  III 

 
SISTEMATIKA 

 

Pasal  3 
 

Sistematika RPJMD  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

terdiri  dari : 
 

a. 
b. 
c. 

 
d. 

e. 
f. 
g. 

 
h. 
 

i. 
j 

 

BAB  I 
BAB II 
BAB III 

 
BAB IV 

BAB  V   
BAB  VI   
BAB  VII  

 
BAB  VIII 
 

BAB IX   
BAB  X 

Pendahuluan;  
Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah 

Serta Kerangka Pendanaan; 
Analisis Isu-Isu Strategis; 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 
Strategi Dan Arah Kebijakan; 
Kebijakan Umum dan Program 

Pembangunan Daerah; 
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang 
Disertai Kebutuhan Pendanaan; 

Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan 
Pedoman Transisi dan Kaidah 

Pelaksanaan. 
 

 

Pasal 4 
 

Uraian lebih lanjut sistematika RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

 

BAB  IV 
 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

 

Pasal  5 
 

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi 

terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup 
Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi. 

 
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat  (1) meliputi:  

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan 
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.  

 
 
 

 
 
 



 

 
 

BAB  V 
 

PENUTUP 
 

Pasal  6 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku  pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali. 
 

 
 

 
Ditetapkan di  Denpasar 
pada tanggal 10 Maret 2014 

 
GUBERNUR BALI, 
 

 
 

MADE MANGKU PASTIKA 
 
 

 
 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal  10 Maret  2014 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 
 

 
COKORDA NGURAH PEMAYUN 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (1/2014) 
 



 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI 
 

NOMOR 1 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI BALI TAHUN 2013-2018 

 
 

I. UMUM 

 
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, 

transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan 
pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara 
penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan 

daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan 
perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan 
publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi 
daerah perlu mendapatkan dorongan  yang lebih besar dari berbagai 

elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar 
demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud. 

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk: 
1. Meningkatkan konsistensi antarkebijakan yang dilakukan berbagai 

organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun 

antara kebijakan dan pelaksanaan; 
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan 

kebijakan dan perencanaan program; 
3. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran; 
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan  keuangan 

publik; 
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan 

dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas 
perencanaan. 

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan 

evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, 
teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom 
up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah 
bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui 
pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan 

proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan 

masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Penyelenggaraan 
tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses 
perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, 

kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) 
penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) 
monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, 

dan alokasi pembiayaan program. 
 



 

Tata cara dan tahapan perencanaan daerah dilakukan oleh 
lembaga atau badan perencanaan di lingkup pemerintahan pusat dan 

daerah maupun unit organisasi publik, meliputi: (1) lembaga negara dan 
lembaga daerah, (2) departemen/nondepartemen dan dinas/nondinas 

daerah. 
Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada 
masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) 

maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan 
mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. 
Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan 

bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan 
masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara 

rencana program oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan 
masyarakat dan pemangku kepentingan. 
Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya 

mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan 
pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan 

selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan 
vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga 
perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling 

ketergantungan satu sama lain. 
Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip 
pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, 

akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur 
lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku 

kepentingan. 
 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

 Cukup jelas 
Pasal 2 

 Cukup jelas 
Pasal 3 
 Cukup jelas 

Pasal 4 
 Cukup jelas 

Pasal 5 
 Cukup jelas 
Pasal 6 

 Cukup jelas 
 
 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BALI  
TAHUN 2013-2018 

 
 

 
 
 
 
 


